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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa, program PEM yang diberikan Pemerintah Kota Kupang 

kepada masyarakat penerima Dana PEM terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat di Kelurahan Liliba Kota Kupang berpengaruh secara signifikan. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa bahwa t hitung 

= 4,173 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Dimana nilai signifikan < α atau 

0,000 < 0,05.  

Program PEM ini juga membantu masyarakat penerima Dana PEM 

dimana mereka sangat terbantu dengan adanya penambahan modal usaha yang 

diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi mikro, sehingga berpengaruh terhadap 

tingkat pendapatan keluarga, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

(makan-minum) maupun kebutuhan non-pangan (pakaian dan perumahan), 

pendidikan anak, fasilitas dalam rumah tangga maupun fasilitas yang digunakan 

untuk menunjang usaha yang dijalankan. Tetapi dari variabel program PEM ini 

hanya memberikan kontribusi sebanyak 20,2% terhadap variabel kesejahteraan 

masyarakat, dan sedangkan kontribusi sebanyak 79,8%  yang berpengaruh 

terhadap terhadap Kesejahteraan Masyarakat penerima Dana PEM di Keluraha 
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Liliba, dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi masyarakat penerima Dana PEM di Kelurahan Liliba Kota Kupang 

untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan Dana PEM sehingga hasilnya dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sendiri, baik dalam 

tingkat pendapatan maupun yang lainnya. 

2. Bagi Kelurahan Liliba khususnya pihak pengelola Dana Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat (PEM) diharapkan lebih tegas lagi kepada para 

peminjam Dana PEM untuk lebih cepat mengembalikan dana yang dipinjam, 

sehingga dapat bergulir kembali kepada masyarakat ekonomi mikro lainnya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Program Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat (PEM), diharapkan dapat lebih menyempurnakan dan 

lebih mengkaji lebih lanjut dari program PEM terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat, khususnya di Kelurahan Liliba Kota Kupang. 
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